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LATAR BELAKANG

\

Oaka itu, kebijakan kesehatan dan
pemulihan ekonomi sejatinya harus
berjalan beriringan dengan penuh
kecermatan dan kehatrhatian. Tidak bisa
hanya berfokus pada urusan ekonomi
namun mengabaikan urusan kesehatan.
Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh
pada urusan kesehatan namun
membiarkan ekonomi terganggu.

www.pajak.go.id




LATAR BELAKANG

Pandeml Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang
mempengaruhl stabilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat

Untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease

2019, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang

diperlukan selamamasapemulihan ekonomi nasional dengan memberikan
- kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas
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» il\/lempertimbangkan hal tersebut, perlu mengganti PMK Nomoré
L|  86/PMK.03/2020 s.t.d.d. PMK Nomor 110/PMK.03/2020 ‘

®  Cdi
— Li Jp —— www.pajak.go.id




RESPONS PAJAK ATAS PANDEMICOVID-19 (LINIMASA)
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PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPAS| DAMPAK EKONOMI PANDEMICOVID-19

PPhPasal21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

A Karyawan ber-NPWP danpenghasilan
bruto bersifat tetap dan teratur yang
disetahunkantidak lebih dari 200 juta

PPhFinal UMKM Ditanggung Pemerintah

PPhFinal DTPpada sektor padat karya
tertentu

Pembebasan dari pemungutan PPhPasal22
Impor

Pengurangan Angsuran PPhPasal25

/

Pengembalian pendahuluan PPNsebagai
PKPberisiko rendah bagi WP yang
menyampaikan SPT Masa PPNebih bayar
restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

A Sektor tertentu (1.189KLU), WP KITR. KB

Insentif s.d. Desember 2020

Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk
semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)

o To I

WP PP 23 Tahun 2018

WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup
menyampaikan Laporan Realisasi

Laporan Realisastiap bulan paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya

Insentif s.d. Desember 2020

o I Do >

PPhfinal jasakonstruksi DTPdalam Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejak PMKini
diundangkan (14 Agustus 2020) s.d.masapajak Desember 2020

A Sektor tertentu (721 KLU)
A WP KITE& KB
A Insentif s.d.31 Desember 2020

A Pengurangan Angsuran PPh Pasal25 sebesar 50%
A Sektor tertentu (1.013KLU),WP KITE& KB
A Insentif s.d. Desember 2020, sejak

V Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan ; atau

V Masa Pajak Juli 2020: WP ygtelah pemberitahuan.

A Sektor tertentu (716 KLU)
A WPKITE &KB
A Insentif s.d. Desember 2020

oo o Do PoDe  PoDe Do Io Do Do Ix

To o o T I Do

A
A
A

Sektor tertentu (1.189KLU), WP KITE KB

Insentif s.d.Juni2021

Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)

Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua
cabang (WP sektor tertentu/KLU)

Laporan realisasitiap bulan

WP PP 23 Tahun 2018

WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup
menyampaikan Laporan Realisasi

Laporan Realisastiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya
WP PP 23tidak lapor realisasitepat waktu tidak dapat
memanfaatkan insentif

Insentif s.d. Juni 2021

PPhfinal jasakonstruksi DTPdalam P3TGAI sejak PMKini
diundangkan s.d. masapajak Juni2021

Laporan realisasitiap bulan

Pemotonga tidak lapor realisasitepat waktu tidak dapat
memanfaatkan insentif .

Sektor tertentu (730 KLU)
WP KITE & KB
Insentif s.d.30 Juni 2021

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%

Sektor tertentu (1.018 KLU),WP KITE& KB

Insentif s.d. Juni 2021, sejak

V Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan ; atau

V MasaPajakSPTTahunan 2020 disampaikan, dalam hal tertentu .

Sektor tertentu (725 KLU)
WPKITE &KB
Insentif s.d. Juni2021




INSENTIF PAJAK

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pekerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari 200 juta rupiah q

www.pajak.go.id




PPh PASAL

__________________________________

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

a.

menerima/ memperoleh penghasilan dari "PemberiKerja yang:

A memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*tertentu
sebagaimanalLampiran PMK;

A telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan
Ekspon; atau

A telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara
Pengusahg atau PDKBPengusahadi KawasanBerikat merangkap
Penyelenggaradi KawasanBerikat)

memiliki NPWP

pada masapajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan

Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari

200 juta rupiah d
*) sesuaikode KLU yangtercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam
SPTTahunan PPhTahun Pajak 2019 atau Data Masterfile DJP



PPh PASAL

______________________________________

! PENERIMA INSENTIF

______________________________________

Penentuan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pemberi Kerja:

KLUsesuaiSPTTahunan2019 A dalam hal:

1. Pemberi Kerjamemiliki kewajiban lapor
SPTTahunanPPhTahun Pajak2019

2. Kode KLU di SPTTahunan PPhTahun Pajak
2019 samadengan kode KLU dimasterfile
DJP

KLUsesuaiMasterfile DJP A dalam Hal:

1. PemberiKerjayang memiliki kewajiban
lapor SPTTahunan PPhTahun Pajak2019,
namun:

A tidak menuliskan kode KLUdalam
SPTTahunanPPhTahun Pajak2019

A salahmencantumkan kode KLU
dalam SPTTahunan PPhTahun Pajak
2019

2. WP Pusat yangbelum atau tidak memiliki
kewajiban lapor SPTTahunanPPhTahun
Pajak2019 q

3. InstansiPemerintah




PPh PASAL

______________________________________

A PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi
kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai

A Dikecualikan dari Insentif PPhPasal21 DTPdalam hal penghasilan
pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung
pemerintah PPhPasal21-nya berdasarkanketentuan perpajakan

A PPh Pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan
yang dikenakan pajak

A Dalam hal pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP
menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan Lebih Bayar,
maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan

A PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021
sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 q
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A Pemberi kerja menyampaikan
pemberitahuan kepada Kepala KPP
melalui salurantertentu pada laman
www.pajak.go.id

A Pemberitahuan pemanfaatan insentif
(berdasarkankriteria KLU) hanya
diajukan oleh WP Pemberi Kerja yang
berstatus pusat dan insentif berlaku
untuk pusat beserta seluruh cabang
yang terdaftar dan memiliki kewajiban
PPhPasal21

A Insentif berlaku sejak Masa Pajak
pemberitahuan sampai dengan Masa
Pajak Juni 2021

MNomor I b |
Lampiran : s e 12D
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif FPh

Pasal 21 ditanggpung Pemerintah (DTF) dan/atau

Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
. (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah 1mi:

Mama S |- |
NFWP e B)
Jabatan OO | 1 |

Bertindak selalu pengurus dari Wajib Pajak:

Nama L e e (7]
NPWP USSR (8)
Kode KLU  © .. (9)
Alamat e (10)

memberitahukan: (11)

[ ] Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

[ ] Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang
X sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMEK Nomor ... /PMEK 03/2021 untuk Masa

Pajak ......... 2021 sampai dengan Juni 2021

PPh PASAL




PPh PASAL

Kewajiban pemberi kerja yang
memanfaatkan insentif PPhPasal21 DTP

*)PPRPASAL 21

LN R~ — e e ~ 4

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTER)
Status Laporan Realisasi - [ |Normal [ | Pembetulan *|

A Pemberl Kerja harus menyampalkan Laporan Wajib Pajak Pemberi Kerja US|

Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran NEWP e [2)
. . Kode KLU OSSR (3)
tertentu pada‘ laman WWW.pajak.gO.ld Masa Pajak e 4)

A Pemberl kerja membuat SSP/kOde bllllng yang Jumlah pegawai yang berhalk menerima PPh Pasal 21 DTP | ...... orang (5]
dibubuhi cap/tulisan* dan disimpan sebagai Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak ... 2021 (6] Rp . (7)
dOkumentaS| Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajalk .......... 2021 (8) Bp .ceceeee [9)

4 . . . PR aftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 2 :

A Pemberi Kerjayang memanfaatkan insentif ini ik st e S
berdasarkankriteria KLU,menyampaikan o il oo o || PP
laporan untuk masing-masing realisasi pTe
pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh
cabang dengan data yang lengkap dan valid,
seperti nama dan NPWP pegawai Jamieh _ -0 -0

Demikian laporan disampaikan.
20 [14]
(15)
. (18]
NPWP: oo [17)
DI TANGGUNG PEMERI NTAH EKS




PPh PASAL

Kewajiban pemberi kerja yang
memanfaatkan insentif PPhPasal21 DTP

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)
Status Laporan Realisasi - [ |Normal [ | Pembetulan *|

A Laporandisampaikan paling lambat tanggal Wajib Pajak Pemberi Kerja e (1)
20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak oo 520 e
berakhlr Masa Pajak R (4)

L ] ] ] ] Jumlah pegawai yang berhalk menerima PPh Pasal 21 DTP | ...... orang (5]

A Penyampa|an|aporan realisasiolehn pemben Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak ... 2021 (6] | Rp . (7]
kerja yang meleb|h| bataS Waktu yang Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .......... 2021 |8) BP ......... (9]
dltentUkan . tldak dapat memanfaatkan Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTF:
insentif PPh Pasal 21 No.| Neme Pegawai |  newe it N

{10] {11) (12) Pengh. Bruto )
DTF

A Pemberi kerja dapat menyampaikan

pembetulan ataslaporan realisasiPPhPasal21
Jumlah e T e 9)

DTP palinglambat akhir bulan berikutnya Do e S
setelah betas waktu pelaporan realisasi

.. 20.... (14)

(15)
i [16)
NEWE: oo [17)




4 INSENTIF PAJAK

-

PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

www.pajak.go.id




PPh FINAL

______________________________________ PP23

PENERIMA INSENTIF TAHUN 2018

______________________________________

Wajib Pajak yang:

a. memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final
berdasarkan PPNomor 23 Tahun 2018

DAN

b. menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung
Pemerintah * melalui saluran tertentu pada laman
www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah
berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPhfinal ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak
Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021

*) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan, laporan realisasidapat diperlakukan
sebagaipermohonan Surat Keterangan sepanjangmemenuhi PMK-99/PMK.03/2018




PPh FINAL

______________________________________________________________

A Untuk transaksidengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak
menyerahkan fotokopi Surat Keterangan

A Pemotong/pemungut melakukan konfirmasi Surat
Keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu
Rumah Konfirmasi Dokumen

A Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi,
pemotong /pemungut pajak tidak melakukan
pemotongan /pemungutan PPh pada saatpembayaran.
Atas PPhfinal ditanggung Pemerintah tersebut
pemotong /pemungut pajak harus membuat SSPtetakan
kode billing yang dibubuhi c a p/ t uPPhiFBNALNn O
DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/20210

www.pajak.go.id




Kewajiban Wajib Pajak yang PPh FINAL

memanfaatkan Insentlf P Ph LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH
flnal dltanggung Pemerlntah Status Laporan Kealisasi : D Normal D Pembetulan )
Wapb Pajak e ————————————— g (1]
NPWP A, 2)
Masa Pajak e e o e 13}
A WP dlmaksud harus menyampalkan Laporan 1. :-{:::::::::::iuiimrdim::; Brute atas wansaks: dengan Pemolong atay
reallsa3| PPh Flnal dltanggung Pemerlntah No Laokasa NPWPF Lokas: | NPWP Pemotong | Peredaran | PPh Final
- | usaha 4} Uszaha [5) atau Pemungut (6) | Brute |7) DT [B)
melalui saluran tertentu pada laman ,
www.pajak.go.id :
pajak.g .
A Laporan realisasiPPhfinal ditanggung = —
Pemerintah meliputi PPh terutang atas
penghas”an yang dlterlma / dlperOIeh WP 2. :::::::Ll:u:::::::wim':m Brute atas transaksi selain dengan Permotong atan
termaSUk darl transakSI dengan Mo UL’:T?T-H :\-i:l.llj; L“I}:I’m Peredaran Bruto (9) | PPh Final DTP (10
Pemotong/Pemungut : —

A SSP/lcetakan kode billing yang dibubuhi 3
cap/ t uPPhFENAINDITANGGUNG e .
PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
9/PMK.03/20216 jiké ada transaksidengan R s 1)
Pemotong/Pemungut Pajak); agar disimpan
sebagai dokumentasi MW (14)

*] pilik galah sany @

I www.pajak.go.id




Kewajiban Wajib Pajak yang PPh FINAL

memanfaatkan insentif PPh

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG FEMERINTAH

flnal dltanggung Pemerlntah Status Laporan Kealisasi : D Normal D Pembetulan )
Wapb Pajak e ————————————— g (1]
NPWP P, 2)
Masa Pajak e e o e 13}

1. Rekapatulas: Peredaran Brito atas transaks dengan Pemolong  atawn

A Laporan realisasidisampaikan paling Peamuungut Paju

Laokasa NPWPF Lokas: | NPWP Pemotong | Peredaran | PPh Final

lambat tanggal 20 Bulan berikutnya M| Gsaha (4) | Usaha(5) | st Pemungut (6| Bruto (7 | DTP @
setelah Masa Pajak berakhir

A Wajib Pajakyang menyampaikan laporan
realisasimelebihi batas waktu yang T
ditentukan, tidak dapat memanfaatkan Pemtogt Pajal

Laleasa NPWP Lokasi

insentif P Ph Fi nal DTP Mex. Usaha (4) Usaha (5] Peredaran Bruto (9 | PPh Final DTP (104

A Wajib Pajakdapat menyampaikan

pembetulan ataslaporan realisasiPPh
Fi n al DT Ppal i n g |am bat akh i r b u | an Demikaan kam sampatkan dengan sebenarmya.
.................................. 20....(11)

berikutnya setelah batas waktu pelaporan
real|SaS| I .............................. |1-|

*] pilik galah sany q

I www.pajak.go.id







